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ABSTRAK 

Problematika yang terjadi pasca dikeluarkannya Keppres 

Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi 

Penyelesaian Non-Yudisial yang tidak memenuhi aspirasi dan 

keterlibatan public sehingga mengakibatkan pengakomodiran terhadap 

perlindungan HAM berat masa lalu dan perlindungan hak korban 

mengalami pro kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk 

mengkaji penanganan pelaggaran HAM berat masa lalu dan mengkaji 

konstruksi penanganan hak korban di dalam Keppres Nomor 17 Tahun 

2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial. 

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus 

dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, 

sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier 

dengan teknik analisis deskriptif dan teknik evaluative. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hak asasi manusia, teori 

perundang-undangan, teori politik hukum dan teori kewenangan. 

Hasil penelitian ini adalah 1) penanganan hak korban telah 

diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 secara mendasar mengenai 

HAM, TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang membahas upaya 

penyelidikan korban, namun kewenangan Tim PPHAM dan Komnas 

HAM justru mengalami dualisme kewenangan. 2) Konstruksi hukum 

penanganan korban dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 dilakukan 

secara terburu-buru sehingga kejanggalan atas upaya pemulihan 

pemerintah dan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan kepuasan 

terhadap perlindungan HAM berat masa lalu di Indonesia. 

 

Kata Kunci: HAM Berat Masa Lalu, Keputusan Presiden, Hak Asasi 

Manusia 
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ABSTRACT 

The problems that occurred after the issuance of Keppres No. 17 

Tahun 2022 concerning the Tim PPHAM did not meet the 

aspirations and involvement of the public, resulting in the 

accommodation of past serious human rights protections and the 

protection of victims' rights experiencing pros and cons in 

society. The aim of this research is to examine the handling of 

past serious human rights violations and examine the construction 

of handling victims' rights in Keppres No. 17 Tahun 2022. 

This research method uses a normative juridical research type 

with a statutory approach, a case approach, and a conceptual 

approach. The sources of legal materials used in this research are 

primary legal material sources, secondary legal material sources, 

and tertiary legal material sources using descriptive analysis 

techniques and evaluative techniques. The theories used in this 

research are human rights theory, legislation theory, and victim 

protection theory. 

The results of this research are: 1) the handling of victims' rights 

has been regulated in the provisions of the 1945 Constitution of 

the Republic of Indonesia regarding human rights, TAP MPR 

Number IV/MPR/2000, which discusses efforts to investigate 

victims, but the authority of the Tim PPHAM and Komnas HAM 

actually experiences a dualism of authority. 2) The legal 

construction for handling victims in Keppres No. 17 Tahun 2023 

was carried out in a rush, resulting in irregularities in the 

government's recovery efforts and the government's failure to 

achieve satisfaction with the past serious human rights 

protections in Indonesia. 

Keywords: Gros Violtaion of Human Rights, Presidential Decree, 

Human Rights 
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